PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam demokrasi Pancasila, kualitas penyelenggaraannya perlu terus
ditingkatkan agar mampu menjamin tetap tegaknya negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945, memelihara integritas dan stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis, memelihara kesinambungan pembangunan nasional,
mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab,
partisipasi dan pendidikan politik rakyat dalam melaksanakan
demokrasi politik berdasarkan Pancasila;

b. bahwa kampanye sebagai salah satu tahap kegiatan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya  harus
mengungkapkan program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang
berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan
Pancasila dalam suasana yang sejuk, aman, tertib dan lancar, dengan
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, masyarakat dan
manusia yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber
pada nilai-nilai Pancasila;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengadakan
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum. sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I[I/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya



Menetapkan

Panca Karsa);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3601);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan

Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan

undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3594);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1995.

Pasal |

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995, diubah lagi
sebagai berikut :

1. Pasal 83 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(4)

Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (3):



a.semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa),
dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi
harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik serta
hak asasi manusia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;

b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan
ketertiban umum serta kepentingan umum.
2. Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 84

(1) Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan ketiga organisasi peserta
Pemilihan Umum, diselenggarakan oleh pengurus dan atau anggota
organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

(2) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk:

a. rapat umum;

b. pertemuan umum;

c. penyiaran melalui RRI/TV-RI;

d. penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum berupa:
poster, plakat, surat selebaran, slide, film, kaset atau piringan audio, kaset
atau piringan video, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa cetak
serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.

(3) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
a, b, dan c, dilaksanakan dengan menitikberatkan penggunaan metoda komunikasi
dialogis."

3. Pasal 86 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal
84 dilaksanakan dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari yang berakhir 5
(lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dan waktu 5 (lima) hari
tersebut adalah merupakan masa tenang."

4. Pasal 86a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 86a
(1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan kampanye Pemilihan

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf b,
penyelenggaraan kampanye dibagi atas beberapa wilayah kampanye, yang lebih



